
BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang ; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 
dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka Perlu 
diatur rincian tugas jabatan pada Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rincian Tugas J abatan pada Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk 
Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

PERATURANBUPATILAMPUNGSELATAN 
NOMOR 63 TAHUN 2016 

TENTANG 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 
Lampung Selatan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan. 

7. Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan. 

8. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU 
adalah Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RlNCIAN TUGAS JABATAN PADA 
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN. 

MEMUTUSKAN : 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentuka.n dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16); 

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 



Bagian Kedua 
Struktur Organisasi 

Pasal3 
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

BAB II 

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
Pasal 2 

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, adalah 
sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan 
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Perdagangan, membawahi: 
1. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan; 
2. Seksi Stabilitasi Harga, Pengadaaan dan Penyaluran; dan 
3. Seksi Sarana Perdagangan dan Sistem Resi Gudang. 

d. Bidang Metrologi, mernbawahi : 
1. Seksi Ukur, Arus, Panjang dan Volume; 
2. Seksi Massa dan Timbangan; dan 
3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan. 

e. Bidang Pasar, membawahi: 
1. Seksi Pembinaan Pengelolaan Pasar; 
2. Seksi Pemeliharaan dan Penataan Pasar; dan 
3. Seksi Pemberdayaan Pasar dan Pedagang kaki Lima. 

f. Bidang Perindustrian, membawahi: 
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri; 
2. Seksi Informasi dan Promosi Industri; dan 
3. Seksi Sarana dan Prasarana Industri. 

g. Bidang Energi, mernbawahi : 
1. Seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Langsung 

Panas Bumi; dan 
3. Seksi Konservasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi. 

h. Unit Pelaksana Teknis; dan 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Pasal 5 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, rincian tugas Kepala Dinas adalah se bagai berikut : 
a. menyusun dan merumuskan program dan kebijakan teknis 

dibidang Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka 
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya; 

b. memimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis 
dibidang Perdagangan dan Perindustrian agar sesuai dengan 
perencanaan yang telah ditentukan; 

c. mengoordinasi pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait 
dalam bidang Perdagangan dan Perindustrian; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan Perdagangan dan Perindustrian se bagai acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

e. membagi habis tugas kedinasan dibidang teknis dan administrsi, 
agar setiap aparatur dapat memahami kepada bawahan, agar 
setiap apartur dapat memahami be ban tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 

f. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bim bingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari 
terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

g. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah kebijakan yang akan diambil berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. menilai hasil pelaksanaan tugas dari bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

i. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan 

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Dinas 
Pasal 4 

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian, melaksanakan pembinaan terhadap 
aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian, melaksanakan kerja 
sama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian 
pem bangunan dibidang Perdagangan dan Perindustrian dengan 
instansi Pemerintah dan Organisasi lainnya, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB Ill 

RINCIAN TUGAS JABATAN 
Bagian Kesatu 



Pasal 7 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 6, rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut: 
a. rnelaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam rangka 

penyusunan program kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dinas, serta program dan · rencana kerja Sekretariat untuk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan, agar dapat berjalan 
sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah disusun; 

c. membina bawahan dalam pengelolaan urusan urnum, rumah 
tangga, administrasi surat-menyurat dan kearsipan; 

d. membina bawahan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian 
kantor; 

e. merumuskan program clan rencana kerja bekerjasama clengan 
unit kerja terkait, melaksanakan evaluasi dan merumuskan 
laporan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian clan 
laporan kegiatan ketatausahaan Dinas; 

f. mengarahkan bawahan dalam mengelola adrninistrasi keuangan 
yang meliputi penyusunan anggaran Dinas, pembukuan 
pertanggungjawaban serta penyusunan keuangan Dinas; 

g. mengarahkan bawahan dalam penyusunan rencana pengadaan, 
pencatatan, perneliharaan, penyimpanan, distribusi dan 
penghapusan perlengkapan, peralatan dan aset Dinas; 

h. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan Dinas Perclagangan dan Perindustrian serta peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan 
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat; 

i. membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

J. menerima, mempelajari laporan clan saran dari bawahan sebagai 
masukan untuk dijaclikan bahan dalam menyusun program dan 
rencana kerja selanjutnya; 

k. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

1. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

Pasal6 
Tugas Pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam 
melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja dinas 
yang meliputi pengelolaan urusan trmum, kepegawaian, rumah 
tangga, surat-menyurat, melaksanakan perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan dinas serta mengelola administrasi urusan 
keuangan dan aset kantor, sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 



Pasal 9 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 

Sekretariat dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
dan menyusun bahan untuk pemecahanan masalahnya; 

c. melaksanakan penataan administrasi surat-menyurat untuk 
mempermudah proses lebih lanjut; 

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut 
urusan kedinasan; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 
f. melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi 

kegiatan Kepala Dinas; 
g. membina kegiatan ketertiban, kehumasan dan ketatalaksanaan 

dilingkungan Dinas; 
h. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan Dinas; 
L mencari, rnengumpulkan, menghimpun, serta menyajikan data 

dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian; 
J. menyiapkan dan memantau penyediaan ternpat dan 

perlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan rapat dan 
pertemuan Dinas lainnya; 

k. menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan administrasi 
kepegawaian yang meliputi urusan kenaikan pangkat, urusan 
mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala, proses 
pemberian surat izin cuti, proses urusan pensiun serta pemberian 
sanksi atas pelanggaran peraturan kepegawaian; 

Pasal 8 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang surat-menyurat, 
kearsipan, kepegawaian, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi 
dan ketertiban dalam lingkungan dinas, ketatalaksanaan dan urusan 
rumah tangga lainnya. 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

m, membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan 
dalam menyusun program dan rencana kerja Dinas le bih lanjut; 
dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10, rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
adalah se bagai berikut : 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 

Sekretariat dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja 
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Perencanaan dan 
Evaluasi dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. mengumpulkan bahan dan bekerja sama dengan unit kerja 
terkait dalam rangka merumuskan arah kebijakan dibidang 
Perdagangan dan Perindustrian; 

d. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan 
Dinas baik bulanan, triwulan, semester, tahunan, jangka pendek, 
menengah dan panjang berdasarkan data Perdagangan dan 
Perindustrian yang telah ada; 

e. mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta 
menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas 
kantor sebagai bahan perencanaan lebih lanjut; 

f. menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan kegiatan kantor; 

Pasal 11 

Pasal 10 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan 
pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan 
Dinas. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

1. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan 
penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta 
pendayagunaan aparatur; 

m. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya- 
guna dan berhasil-guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan kepada aparatur 
.Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai bawahannya, agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing- 
masing; 

o. mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan dan sebagai masukan dalam penyusunan program 
lebih lanjut; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, rincian tugas Kepada Sub Bagian Keuangan dan Aset 
adalah se bagai berikut : 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 

Sekretariat dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja 
Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk dijadikan pedoman dalarn 
pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyiapkan 
bahan. penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dinas; 

d. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
keuangan dinas; 

e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana 
perubahan anggaran dinas; 

f. melak:ukan administrasi pembukuan secara sistematis dan 
kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku untuk memudahkan kontrol terhadap 
penggunaan keuangan dinas; 

g. memproses usulan pengangkatan dan pemberhentian para 
pejabat pengelolaan dan barang lingkup Dinas; 

h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan 
dan pembendaharaan; 

Pasal 13 

Pasal 12 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyiapan bahan 
pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan 
keuangan Dinas, serta pengelolaan administrasi perlengkapan, 
peralatan dan aset kantor. 

Kepala Sub Baglan Keuangan dan Aset 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan basil pelaksanaan 
program kerja dan kegiatan operasional (bulanan, triwulan, 
semester maupun tahunan); 

h. rnemirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bagian Perencanaan 
dan Evaluasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya- 
guna berhasil-guna; 

i. membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

j. mengumpulkan, menghimpun, mengevaluasi dan menyusun data 
dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masukan dalam 
penyusunan rencana program lebih lanjut; dan 

k. melak:sanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



Pasal 14 
Tugas pokok Kepala Bidang Perdagangan adalah rnelalrukan 
koordinasi penyusunan program kerja dibidang Perdagangan 
rnenyiapkan usaha pengembangan, usaha perdagangan, stabilitas 
harga, pengadaan dan penyaluran, pembangunan sarana 
perdagangan dan pengembangan sistem resi gudang, pendaftaran 
perusahaan, memantau penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, 
memberikan bimbingan usaha dan produksi serta urusan perizinan, 
berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

Bagian Ketiga 
Kepala Biclang Perclagangan 

1. menyelenggarakan pembulruan, penghitungan dan verifikasi 
pertanggungjawaban keuangan; 

j. rnernberikan birnbingan penyelesaian tindak lanjut basil 
pemeriksaan; 

k. menyelenggarakan penataan dokurnen keuangan dan 
penyusunan laporan realisasi anggaran; 

1. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas yang rneliputi fasilitas 
dan pelayanan akornodasi, perneliharaan sarana dan prasarana 
din as; 

m. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, 
pencatatan, pemeliharaan, penyimpanan, distribusi, 
penghapusan dan pelaporan dibidang perlengkapan, perbekalan, 
peralatan dan aset Dinas; 

n. rnernimpin, rnengarahkan dan rnernotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bagian Keuangan dan 
Aset agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

o. membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umurn (JFU) sebagai bawahannya, 
agar setiap personil rnemahami tugas dan tanggungjawabnya 
masing-masing; 

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 
sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

q. rnengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja le bih lanjut; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, 
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan 

Pasal 15 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, rincian tugas Kepala Bidang Perdagangan adalah sebagai 
berikut: 
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat 

dalam rangka penyusunan program kerja Dinas serta rencana 
kerja pada Bidang Perdagangan untuk menjadi bahan acuan 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. rnemimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang perdagangan, agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah 
disusun; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan Dinas serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang Perdagangan sebagai landasan 
dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis penataan, 
penambahan atau pengembangan, pelayanan dan pemeliharaan 
serta pengawasan aset-aset perdagangan; 

e. menyelenggarakan pembinaan, penambahan atau pengembangan, 
pelayanan dan pemeliharaan dibidang perdagangan; 

f. menyelenggarakan koordinasi/ fasilitas dalam rangka pembinaan, 
penambahan atau pemeliharaan dibidang perdagangan; 

g. membagi habis tugas kepada bawahan agar setiap aparatur yang 
ada memahami beban tugas dan tanggung jawabnya masing- 
masing; 

h. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai 
masukan untuk dijadikan bahan daiam menyusun program kerja 
selanjutnya; 

1. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

J. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan 
kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

1. menilai basil pelaksanaan tugas dari bawahan untuk 
penyempumaan lebih lanjut; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
n. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai 

pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 



. . masing-masmg; 

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis dan 
petunjuk pelaksanaan program Pembinaan Pengembangan Usaha 
Perdagangan; 

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis dan 
petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan 
Pengembangan U saha Perdagangan; 

f. menyiapkan dan melaksanakan bahan fasilitas kegiatan 
pengembangan wawasan, potensi dan kreatifitas Pembinaan 
Pengembangan U saha Perdagangan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan pembinaan Pengembangan Usaha 
Perdagangan; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Pembinaan 
Pengernbangan Usaha Perdagangan agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya 

permasalahan-permasalahan yang 
bidang tugas Seksi Pengembangan U saha 
menyusun bahan untuk pemecahan 

b. menginventarisasi 
berhubungan dengan 
Pengembangan dan 
masalahnya; 

c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan Pengembangan Usaha 
Perdagangan terhadap potensi bidang Perdagangan untuk 
dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16, rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha 
Perdagangan adalah se bagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Bidang Perdagangan dalam rangka penyusunan program dan 
rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 17 

Tugas pokok kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan adalah 
melaksanakan se bagian tugas Bidang Perdagangan dalam 
pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha perdagangan. 

Pasal 16 



Pasal 19 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, rincian tugas Kepala Seksi Stabilitas harga, Pengadaan dan 
Penyaluran adalah sebagai berikut : 
a. melakukan koordinasi dengan seksi lainya dilingkungan Bidang 

Perdagangan dalam rangka penyusunan program dan rencana 
kerja Seksi Stabilitas harga, Pengadaan dan Penyaluran untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Seksi Stabilitas harga, Pengadaan dan Penyaluran 
dan menyusun bahan untuk pemecahan masalah; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas dan koordinasi 
penyelenggaraan kegiatan Pengadaan dan penyaluran; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja dengan 
organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang 
Perdagangan; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan bantuan buku 
mengenai stabilitas harga, pengadaan dan penyaluran; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan 
peringatan hari-hari besar nasional; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi 
terhadap peyelenggaraan fasilitas dan koordinasi Perdagangan; 

h. memirnpin, mengarahkan dan memotifasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Stabilitas Harga, 
Pengadaan dan Penyaluran agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

Tugas pokok kepala Seksi Stabilitas harga, Pengadaan dan 
Penyaluran adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Perdagangan dalam stabilitas harga, pengadaan dan penyaluran. 

Pasal 18 

Kepala Seksi Stabllitas Harga, Pengadaan 
clan Penyaluran 

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



Pasal 21 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20, rincian tugas Kepala Seksi Sarana Perdagangan dan Sistem 
Resi Gudang dalam melaksanakan pembinaan melalui pola 
kemitraan dan kewirausahaan adalah se bagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Bidang Perdagangan dalam rangka penyusunan program dan 
rencana kerja Seksi Sarana Perdagangan dan Sistem Resi Gudang 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Sarana Perdagangan 
dan Sistem Resi Gudang dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan 
latihan dalam rangka peningkatan sarana perdagangan dan 
sistem resi gudang; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam 
rangka sarana perdagangan dan sistem resi gudang; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan pembinaan sarana perdagangan dan 
sistem resi gudang dibidang perdagangan; 

Pasal 20 
Tugas pokok Kepala Seksi Sarana Perdagangan dan Sistem Resi 
Gudang adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan 
dalam melaksanakan sarana perdagangan dan sistem resi gudang 
sarana perdagangan dan sistem resi gudang. 

Kepala Seksi Sarana Perdagangan clan 
Sistem Resi Gudang 

i. membagi habis tugas seksi Stabilitas Harga, Pengadaan dan 
Penyaluran kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

j. mengumpulkan, rnenghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

k. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan basil kerja lebih lanjut; 

l. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat 
dalam rangka penyusunan program kerja Dinas, serta rencana 
kerja pada Bidang Metrologi untuk menjadi bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang metrologi, agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta peraturan 
perundang-undangan yang berhu bungan dengan bidang 
metrologi sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

d. membagi dan rnendelegasikan tugas Bidang Metrologi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada, memahami beban tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, rincian tugas Kepala Bidang Metrologi adalah sebagai 
berikut: 

Pasal23 

Pasal 22 
Tugas pokok Kepala Bidang Metrologi adalah melakukan koordinasi 
penyusunan program kerja dibidang Pembinaan Metrologi terhadap 
pelajar dan mahasiswa diluar sekolah/kampus serta pembinaan 
Metrologi. 

Bagian Keempat 
Kepala Bidang Metrologi 

f. memimpin mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional U mum (JFU) dilingkungan Seksi Sarana Perdagangan 
dan Sistem Resi Gudang agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

g. membagi habis tugas Seksi Sarana Perdagangan dan Sistem Resi 
Gudang kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahanya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

h. mengumpulkan menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan se bagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalarn 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan basil kerja lebih lanjut; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, 
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



Tugas pokok kepala Seksi Ukur, Arus, Panjang dan Volume adalah 
melaksanakan se bagian tugas Bidang Metrologi dalam melaksanakan 
ukur, arus, panjang dan volume. 

Pasal 24 

Kepala Seksi Ukur, Ams, Panjang dan Volume 

p. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyempurnaan basil kerja lebih lanjut; 

q. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih 
lanjut; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, 
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

e. melakukan pemantauan, pengawasan barang dan jasa yang 
beredar di pasaran dalam rangka peningkatan Pengawasan dan 
Penyuluhan dan tertib niaga; 

f. melakukan penyuluhan terhadap konsumen dan pelayanan 
pengaduan konsumen dengan memberikan peringatan dan 
penyelesaian dengan cara mediasi; 

g. melaksanakan pengawasan dan penyuluhan ukur, arus, panjang 
dan volume; 

h. melaksanakan pengawasan standariaasi dan mutu produksi; 

1. menyusun usulan rencana dan program bimbingan dibidang 
Metrologi dan Pengawasan dan Penyuluhan yang meliputi usulan 
rencana dan program pemeriksaaan dan pengujian standar 
barang yang beredar di pasaran; 

j. melakukan kegiatan terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, 
timbang dan perlengkapannya serta barang-barang dalam 
keadaaan terbungkus; 

k. menyiapkan dan memberikan penyuluhan dibidang metrologi dan 
pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat; 

1. melaksanakan pembinaan kepada pengusaha dan peraturan alat- 
alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; 

m. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

n. menerima, rnempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai 
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
selanjutnya; 

o. mernbina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 



d. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis yang termasuk 
dalam tata cara identifikasi tanda tera; 

e. mengolah hasil pelaksanaan rencana dan program maupun data 
pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera alat-alat ukur, 
takar, timbang dan perlengkapannya yang meliputi faktor-faktor 
pendukung dan hambatan serta saran pemecahan masalah; 

f. menyiapkan bahan koordinasi serta menyiapkan hubungan kerja 
sama dengan instansi lain yang berhubungan dengan 
pengawasan dan penyuluhan; 

g. menginventarisasi terhadap pelaksanaan kegiatan Ukur, Arus, 
Panjang dan Volume yang telah memperoleh persetujuan; 

h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 
ukur, arus, panjang dan volume; 

i. mengawasi dan mengendalikan penggunaan fasilitas yang telah 
dimanfaatkan bagi pengawasan dan penyuluhan ukur, arus, 
panjang dan volume; 

j. mengelola laboratorium, instansi uji, standar ukur, verifikasi 
standar, interkomparasi standar, mengelola cap ta.nda tera; 

k. melaksanakan fasilitasi pemeriksaan, pengujian, kalibrasi dan 
sertifikasi standar ukuran; 

1. melaksanakan kegiatan tera, kalibrasi alat ukur, takar, timbang 
dan perlengkapannya; 

m. melaksanakan pengawasan alat Ukur Takar, Timbangan dan 
Peralatannya (UTIP); 

n. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

o. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Ukur, Arus, Panjang dan 
Volume agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berhasil-guna; 

p. membagi habis tugas Seksi Ukur, Arus, Panjang dan Volume 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-masing; 

permasalahan-permasalahan yang 
bidang tugas Seksi Ukur, Arns, Panjang 
menyusun bahan untuk pemecahan 

b. menginventarisasi 
berhubungan dengan 
dan Volume dan 
masalahnya; 

c. mengolah bahan mengenai pelaksanaan penyuluhan penggunaan 
alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang 
dalam keadaan terbungkus; 

Pasal 25 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24, rincian tugas Kepala Seksi Ukur, Arus, Panjang dan Volume 
adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 

Bidang metrologi dalam rangka penyusunan program dan 
rencana kerja Seksi Ukur, Arus, Panjang dan Volume untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26, rincian tugas Kepala Seksi Massa dan Timbangan adalah 
sebagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya dilingkungan Bidang 
Metrologi dalam rangka penyusunan program kerja seksi 
Pengawasan Massa dan Timbangan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas seksi Massa dan Timbangan 
serta menyusun bahan untuk pemecahan rnasalahnya; 

c. melakukan inventarisasi terhadap pelaksanaan kegiatan seksi 
Massa dan Timbangan yang telah memperoleh persetujuan; 

d. mengawasi penggunaan fasilitas yang telah dimanfaatkan untuk 
kegiatan seksi Massa dan Timbangan; 

e. rnemimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan seksi Massa dan Timbangan 
agar melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
pengelolaan, pengeridalian , pemeriksaan dan pengujian staridar 
dan standar lainnya serta usulan program pembinaan dan 
bimbingan kepada pengusaha dan reparatur ukuran massa dan 
timbangan; 

g. melakukan pemeriksaan dan pengujian standar ukuran massa 
dan timbangan; 

h. mengelola bahan pernbinaan serta penyiapan pelaksanaan 
pemberian bimbingan, pengarahan maupun petunjuk teknis 
dalam rangka pembinaan pengusaha dan temperatur massa dan 
timbangan; 

Pasal 27 

Tugas pokok kepala Seksi Massa dan Timbangan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Metrologi dalam melaksanakan 
kegiatan massa dan timbangan. 

Pasal26 

Kepala Seksl Massa dan Timbangan 

q. mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan keten tuan yang berlaku. 



Pasal 29 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28, rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan 
adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya dilingkungan Bidang 

Metrologi dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana 
kerja Seksi Pengawasan dan Penyuluhan untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Penyuluhan 
dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. melakukan penggunaan dan pengendalian terhadap kegiatan 
seksi pengawasan dan penyuluhan; 

d. melakukan inventarisasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan 
penyuluhan yang telah memperoleh persetujuan; 

e. mengawasi penggunaan fasilitas yang dimanfaatkan bagi kegiatan 
seksi pengawasan dan penyuluhan; 

Tugas pokok kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Metrologi dalam pelaksanaan 
pengawasan dan penyuluhan. 

Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan 

Pasal 28 

i. mengolah data hasil pelaksanaan rencana dan program maupun 
data ukuran massa dan timbangan meliputi faktor-faktor 
pendukung dan penghambat serta saran pemecahan masalah; 

J. menyiapkan pelaksanaan pemberian izin kemetrologian dibidang 
massa dan timbangan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; 

k. melaksanakan pengelolaan serta pengendalian dibidang massa 
dan timbangan; 

1. menyiapkan bahan koordinasi dan menyiapkan hubungan 
kerjasama dengan instansi lain dalam bidang massa dan 
timbangan; 

m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
bidang Massa dan Timbangan; 

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

o. mernahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan 
perbaikan pelaksanaan tugas lebih lanjut dan sebagai bahan 
pembinaan bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



Pasal 30 
Tugas Pokok Kepala Bidang Pasar adalah melakukan koordinasi 
penyusunan program kerja dinas dibidang pengelolaan dan 
pengembangan serta pemeliharaan ketertiban pasar. 

Bagian Kellma 
Kepala Bldang Pasar 

f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan seksi Pengawasan dan 
Penyuluhan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya 
guna dan berhasil-guna; 

g. melakukan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 
ketentuan dalam perlindungan konsumen; 

h. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari 
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen; 

i. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 
konsumen; 

j. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi, mengevaluasi, 
melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana 
dibidang perlindungan konsumen; 

k. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi 
penyelenggaraan kerjasama perlindungan konsumen dengan 
instansi terkait; 

1. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus 
(BDKT); 

n. melakukan fasilitasi sertifikasi mutu barang; 
o. melakukan fasilitasi pengurusan sertifikasi, standarisasi, HAKI 

dan desain produk; 
p. melaksanakan fasilitasi terkait penerapan standarisasi, HAKI dan 

desain produk; 
q. melaksanakan pemantauan, pengawasan serta evaluasi 

penerapan standarisasi; 
r. membagi habis tugas seksi Pengawasan dan Penyuluhan kepada 

aparatur Jabatan Fungsional Umum bawahan agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing- 
masing; 

s. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana lebih lanjut; 

t. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



Pasal 32 
Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Pasar adalah 
memimpin seksi pembinaan pengelolaan pasar serta melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pasar dalam kegiatan penyusunan program- 
program pengembangan, pembinaan dan penyuluhan pedagang di 
pasar. 

Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Pasar 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30, rincian tugas Kepala Bidang Pasar adalah sebagai berikut: 
a. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang 

dalam rangka penyusunan program kerja Dinas serta rencana 
kerja Bidang Pasar dan untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mernimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis 
dibidang pasar, agar sesuai dengan perencanaan yang telah 
ditentukan; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan pengembangan pasar sebagai acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pedagang pasar dan 
pedagang kaki lima; 

e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan pasar dan 
pemeliharaan fasilitas pasar; 

f. menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan ketertiban pasar; 

g. membagi habis tugas baik teknis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur memahami beban tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

h. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan 
kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

1. memberikan usulan clan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

J· menilai basil pelaksanaan tugas dari bawahan untuk 
penyempurnaan basil kerja lebih lanjut; 

k. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan untuk dijadikan bahan 
penyusunan program dan rencana kerja dinas lebih lanjut; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 31 



Tugas pokok Kepala Seksi Pemeliharaan dan Penataan Pasar adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar dalam rangka kegiatan 
pelaksanaan pemeliharaan dan penataan pasar. 

Pasal 34 

Seksi Pemelibaraan clan Penataan Pasar 

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k, mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
mernbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberik:an oleh 
atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pembinaan Pengelolaan 
Pasar agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

i. mernbagi habis tugas Seksi Pembinaan Pengelolaan Pasar kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab masing- 
masing; 

Pasal 33 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32, rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Pasar 
adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan Seksi lainnya dilingkungan Bidang 
Pasar dalam rangka penyusunan program kerja Seksi Pembinaan 
Pengelolaan Pasar untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Seksi Pembinaan Pengelolaan Pasar dan menyusun 
bahan untuk pemecahan rnasalahnya; 

c. melaksanakan penyusunan program-program pengembangan dan 
pembinaan pedagang pasar; 

d. melaksanakan pengusahaan kesempatan berusaha bagi para 
pedagang dipasar dalam rangka membina serta mengembangkan 
pedagang ekonomi lemah; 

e. menyusun, menerbitkan dan menyimpan register kartu-kartu 
pemegangan hak pemakaian tempat di pasar yang 
diklasifikasikan menurut lokasi pasar dan komoditi usaha; 

f. merencanakan pembinaan, penyuluhan kepada para pedagang 
tentang Peraturan Daerah yang berhubungan dengan dinas; 

g. menginventarisasi jumlah toko/kios/los di pasar masing-masing 
kecamatan; 



Kepala Sek.si Pemberdayaan Pasar dan 
Pedagang kald Lima 

Pasal36 

Kepala Seksi Pemberdayaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima adalah 
memimpin dan melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan 
program dan rencana kerja dalam seksi pemberdayaan pasar dan 
pedagang kaki lima. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34, rincian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan dan Penataan 
Pasar adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan Seksi lainnya dilingkungan Bidang 
Pasar dalam rangka penyusunan program kerja Seksi 
Pemeliharaan dan Penataan Pasar untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Seksi Pemeliharaan dan Penataan Pasar dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. menghimpun, mengelola dan menyusun data-data statistik yang 
berhubungan dengan pemeliharaan dan penataan pasar; 

d. melaksanakan kegiatan perneliharaan dan penataan pasar; 

e. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pemeliharaan dan 
Penataan Pasar agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya- 
guna dan berhasil-guna; 

f. membagi habis tugas Seksi Pemeliharaan dan Penataan Pasar 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 
masing-masing; 

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan basil kerja lebih lanjut; 

h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 35 



Pasal 39 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dima.ksud dalam 
Pasal 38, rincian tugas Kepala Bidang Perindustrian adalah sebagai 
berikut: 

Bagian Keenam 
Kepala Bidang Perlnduatrian 

Pasal 38 
Tugas pokok Kepala Bidang Perindustrian adalah melakukan 
koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang perindustrian 
dalam menyiapkan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, 
pembinaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana serta 
promosi industri, pemanfaatan fasilitas berusaha, cara penggunaan 
bahan baku, bahan penolong, pencegahan pencemaran serta 
penyelenggaraan pameran, urusan perizinan berdasarkan peraturan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 37 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37, rincian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Pasar dan 
Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain dibidang Pasar dalam 
rangka penyusunan program kerja seksi Pemberdayaan Pasar dan 
Pedagang Kaki Lima serta rencana kerja seksi Pemberdayaan 
Pasar dan Pedagang Kaki Lima untuk dijadikan bahan acuan 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis 
dibidang tugas Pemberdayaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima, 
agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan; 

c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas seksi Pemberdayaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima 
dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

d. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Pasar dan Pedagang Kaki 
Lima; 

e. mernimpin, rnengarahkan dan rnemotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum dilingkungan seksi Pemberdayaan Pasar dan 
Pedagang Kaki Lima agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

f. membagi habis tugas seksi Pemberdayaan Pasar dan Pedagang 
Kaki Lima kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-masing; 

g. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; dan 

i, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



a. melakukan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat 
dalam rangka penyusunan program kerja Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian serta rencana kerja pada Bidang Perindustrian 
untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
sebagian tugas bidang Perindustrian, agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

c. memberi bimbingan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan 
pengembangan sarana prasarana dan prornosi industri; 

d. memberi bimbingan teknis Bimbingan Produksi serta mendorong 
peningkatan kemampuan berusaha; 

e. memberi bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, 
penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk 
dan inovasi teknologi; 

f. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas, 
membagi tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat 
dilaksanakan dengan baik dan meneliti pelaksanaan tugas 
dibidang Perindustrian agar sesuai dengan rencana; 

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan 
dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijakan dibidang 
Perindustrian dan melaksanakan pembinaan terhadap 
peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan 
bagi industri mikro, kecil dan menengah; 

h. memberikan bimbingan dan pembinaan bagi investor/calon 
investor yang akan melaksanakan investasi dibidang industri; 

i. melaporkan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha industri; 

j. melaksanakan evaluasi hasil pemantauan terhadap 
penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri; 

k, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Perindustrian, sebagai landasan dalam 
pelaksanaan tugas; 

l. membagi habis tugas Bidang Perindustrian kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang ada memahami beban tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

m. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai 
masukan untuk dijadikan bahan dalarn menyusun program kerja 
selanjutnya; 

n. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

o. mengevaluasi basil kerja bawahan sebagai bahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

p. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih 
lanjut; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40, rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan 
Industri adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan unit lainnya dilingkungan Bidang 

Perindustrian dalam penyusunan program kerja dan rencana kerja 
Seksi Pembinaan dan Pengembangan lndustri untuk dijadikan 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan Bidang pembinaan dan pengembangan 
lndustri dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dalam pembinaan 
dan pengembangan industri; 

e. memberikan bimbingan dan pembinaan bagi investor/ calon 
investor yang akan melaksanakan investasi dibidang industri; 

f. menyiapkan monitoring serta menganalisa data industri dalam 
rangka penyusunan laporan dan penyampaian perizinan; 

g. mengolah dan meyusun data sistim informasi industri; 
h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 

Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pembinaan dan 
Pengembangan Indutri agar dapat melaksanakan tugasnya secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan 
lndustri kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

k. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyernpurnaan basil kerja lebih lanjut; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan, 
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, 

Pasal 41 

Kepala Seksi Pembinaan clan Pengembangan lndustrt 
Pasal 40 

Tugas pokok kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan 
Perindustrian dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan 
industri. 



Pasal 43 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42, rincian tugas Kepala Seksi lnformasi dan Promosi Industri 
adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya dilingkungan Bidang 

Perindustrian dalam rangka penyusunan program kerja dan 
rencana kerja Seksi Informasi dan Promosi Industri untuk 
dijadikan pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhu bungan dengan bidang tugas Seksi Informasi dan Promosi 
Industri dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya: 

c. melaksanakan pemasaran atau promosi dan penyelenggaraan 
pameran potensi industri; 

d. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas; 

e. menjalin kerjasama dengan perusahaan industri untuk saling 
tukar menukar informasi didalam pengembangan informasi dan 
promosi industri; 

f. mengadakan komunikasi, konsultasi dengan instansi terkait dan 
dunia usaha, khususnya didalam pemecahan masalah-masalah 
dibidang Informasi dan promosi industri; 

g. melakukan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pemasaran 
dan promosi industri; 

h. menyusun program kerja dalam peningkatan dan pengembangan 
mutu informasi dan promosi industri; 

i. mengumpulkan dan mengevaluasi data informasi dan promosi 
industri; 

J. mengadakan pembinaan dalam rangka meningkatkan informasi 
dan prornosi industri; 

k. memirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional U mum dilingkungan Seksi Inforrnasi dan Prornosi 
Industri; 

1. membagi habis tugas Seksi Informasi dan Prornosi Industri 
kepada aparatur Jabatan Funsional Umum sebagai bawahan agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing- 
masing; 

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan basil kerja lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

Tugas pokok kepala Seksi Inforrnasi dan Promosi lndustri adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian dalam kegiatan 
Informasi dan promosi industri. 

Pasal 42 

Kepala Seksl Informaal clan Promosi Industri 



Pasal 45 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 441 rincian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri 
adalah sebagai berikut: 
a. rnelakukan koordinasi dengan seksi lainnya dilingkungan Bidang 

Perindustrian dalarn. rangka penyusunan program kerja dan 
rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Industri untuk 
dijadikan pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Sarana dan Prasarana 
Industri dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas; 

d. menjalin kerjasama dengan dinas instansi terkait dan/atau 
perusahaan industri untuk saling tukar menukar informasi dalam 
pengembangan sarana dan prasarana industri; 

e. mengadakan komunikasi, konsultasi dengan instansi terkait dan 
dunia usaha, khususnya didalam pemecahan masaiah-masalah 
dibidang Sarana dan Prasarana Industri; 

f. menyusun program kerja di dalam peningkatan dan 
pengembangan mutu sarana dan prasarana industri; 

g. mengumpulkan dan mengevaluasi data sarana dan prasarana 
industri; 

h. mengadakan pembinaan kepada perusahaan dalam rangka 
penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif; 

i. mernimpin, mengarahkan dan mernotivaai aparatur Jabatan 
Funsinal U mum (JFU) dilingkungan Seksi Saran a dan Prasarana 
Industri; 

j. membagi habis tugas Seksi Sarana dan Prasarana lndustri 
kepada aparatur Jabatan Funsional Umum sebagai bawahan 
agar setiap personil mernaharni tugas dan tanggung jawabnya 
masing-masing: 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan basil kerja lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 44 
Tugas pokok kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri adalah 
melaksanakan se bagian tugas Bidang Perindustrian melaksanakan 
sebagian kegiatan sarana prasarana industri. 

Kepala Seksl Sarana dan Prasarana Industrl 



Pasal 47 
Untuk menyelenggarakan tugaa pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46, rincian tugas Kepala Bidang Energi adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat 

dalam rangka penyusunan program kerja Dinas serta rencana 
kerja pada Bidang Energi untuk menjadi bahan acuan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
sebagian tugas bidang Energi, agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

c. memberi bimbingan teknis pengusahaan pemanfaatan langsung 
panas bumi; 

d. memberikan bimbingan teknis pengawasan pemanfaatan 
langsung panas bumi; 

e. memberikan bimbingan teknis peningkatan konservasi 
pemanfaatan langsung panas bumi; 

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pernbinaan 
dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijakan dibidang 
Energi dan melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan 
pengembangan kemampuan dan keterampilan pemanfaatan 
langsung panas bumi; 

g. rnemberikan bimbingan dan pembinaan bagi investor/ calon 
investor yang akan melaksanakan investasi dibidang 
pemanfaatan langsung panas bumi; 

h. melaporkan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha pemanfaatan 
langsung panas bumi; 

i. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Energi dan pemanfaatan langsung panas burni, 
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

j. membagi habis tugas Bidang Perindustrian kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang ada memaharni be ban tugas dan tanggung 
jawabnya masing-rnasing; 

k. menerima, mempelajari Iaporan dan saran dari bawahan sebagai 
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
selanjutnya; 

1. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

m. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih Ianjut; 

n. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan dalarn menyusun program kerja dinas lebih 
lanjut; dan 

Bagian Ketujuh 

Kepala Bidang Energi 

Pasal 46 
Tugas pokok Kepala Bidang Energi adalah melakukan koordinasi 
penyusunan program kerja dibidang Pembinaan dan Layanan 
Perpustakaan. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48, rincian tugas Kepala Seksi Pengusahaan Pemanfaatan 
Langsung Panas Bumi adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya dilingkungan Bidang 

Energi dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana 
kerja Seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 
untuk dijadikan pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pengusahaan Pemanfaatan 
Langsung Panas Bumi dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. melakukan penggunaan dan pengendalian terhadap kegiatan 
Seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

d. melakukan inventarisasi terhadap pelaksanaan Pengusahaan 
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang telah memperoleh 
persetujuan; 

e. mengawasi penggunaan fasilitas yang dimanfaatkan bagi kegiatan 
seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

f. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan seksi Pengusahaan 
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya guna dan berhasil-guna; 

g. melaksanakan penyuluhan peraturan dibidang Pemanfaatan 
Langsung Panas Bumi; 

h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis izin 
pemanfaatan langsung panas bumi dan pelayanan usaha 
dibidang Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

1. melaksanakan pengawasan dan pemantauan Kegiatan Usaha 
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

j. melaksanakan evaluasi bahan rekomendasi teknis perizman, 
pelayanan pengusahaan dan jasa serta sistem informasi data 
cadangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

k. rnembagi habis tugas seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung 
Panas Bumi kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum 
dibawahan agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing: 

Pasal 49 

Pasal 48 
Tugas pokok kepala Seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung 
Panas Bumi adalah melaksanakan se bagian tugas Bidang Energi 
dalam pelaksanaan pengusahaan pemanfaatan langsung panas 
bumi. 

Kepala Seksi Pengusabaan Pemanfaatan 
Langsung Panas Bumi 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, 
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



Pasal 51 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50, rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan 
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya dilingkungan Bidang 
Energi dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana 
kerja Seksi Pengawasan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pengawasan Pemanfaatan 
Langsung Panas Bumi dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. melakukan penggunaan dan pengendalian terhadap kegiatan 
seksi Pengawasan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan usaha 
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

e. menyiapkan bimbingan teknis pemanfaatan langsung panas bumi 
pada usaha pemanfaatan langsung panas bumi; 

f. melakukan pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan hidup 
pada kegiatan pemanfaatan langsung panas bumi; 

g. memberikan dukungan teknis pelaksanaan pengawasan usaha 
pemanfaatan langsung panas bumi; 

h. melaksanakan evaluasi bahan pengawasan kegiatan usaha 
pemanfaatan langsung panas bumi, K3 dan lingkungan; 

1. melakukan inventarisasi terhadap pelaksanaan Pengawasan 
pemanfaatan langsung panas bumi yang telah memperoleh 
persetujuan; 

J. mengawasi penggunaan fasilitas yang dimanfaatkan bagi kegiatan 
seksi Pengawasan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

Pasal 50 
Tugas pokok kepala Seksi Tugas pokok kepala Seksi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Energi dalam rangka 
pembinaan dan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi. 

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Langsung 
Panas Bumi 

1. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana lebih lanjut; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, 



Pasal53 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48, rincian tugas Kepala Seksi Konservasi Pemanfaatan 
Langsung Panas Bumi adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya dilingkungan Bidang 
Energi dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana 
kerja Seksi Konservasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Konservasi Pemanfaatan 
Langsung Panas Bumi dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. melakukan penggunaan dan pengendalian terhadap kegiatan 
seksi Konservasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

d. menyiapkan pemetaan/ ploting zonasi dan potensi Pemanfaatan 
Langsung Panas Bumi; 

e. melakukan kompilasi dan pengolahan laporan pemegang izin 
usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

f. menyiapkan bahan pengujian peta permohonan izin usaha 
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

Pasal 52 
Tugas pokok kepala Seksi Konservasi Pemanfaatan Langsung Panas 
Bumi adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Energi dalam 
kegiatan konservasi pemanfaatan langsung panas bumi. 

Kepala Seksi Konservasi Pemanfaatan Langsung 
Panas Bumi 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Funsional Umum (JFU) dilingkungan seksi Pengawasan 
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

I. membagi habis tugas seksi Pengawasan Pemanfaatan Langsung 
Panas Bumi kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-rnasing; 

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana lebih lanjut; 

n. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempumaan basil kerja lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



Pada saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Lampung Sela tan Nomor 08 Tahun 2015 ten tang Rincian 
Tugas -Jabatan, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar 
Kabupaten Lampung Selatan Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 55 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan lain mengenai Unit Pelayanan Teknis dan Kelompok 
Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal 54 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN LAIN 

g. menyiapkan data cadangan pada kegiatan usaha Pemanfaatan 
Langsung Panas Bumi; 

h. melakukan inventarisasi terhadap pelaksanaan Konservasi 
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang telah memperoleh 
persetujuan; 

1. mengawasi penggunaan fasilitas yang dimanfaatkan bagi kegiatan 
seksi Konservasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 

j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Funsional Umum (JFU) dilingkungan seksi Konservasi 
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Seksi Konservasi Pemanfaatan Langsung 
Panas Bumi kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum 
bawahan agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

l. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana le bih lanjut; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 
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